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BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUFATI TOBA SAMOSIR
NOMOR @0 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016
enlang rembpentukan rerangkatr baeran napupaten 1oba
Samosir, perlu rnengatur Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
aalam nurur a, periu menerapkan reraturan supat entang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serla
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba
Samosir;

viengingat ¢ 1. unaang-unaang NOmMOr 14 lanun  1yys  entang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
(Lemparan Negara Kepubplk Indonesla lanun 1lyys Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ZUul4 NOmor o, lambDanan Leémbparar. Negara IXKEPUDIK
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 238 Tahun 2014 tentang
remerintanan paeran |(Lembaran INegara  Kepubplk
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
undang-unaang WNomor 23 lahun  ZUl4  tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
jeluranan (Lemparan INegara KEpuDliK inaonesia lanun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5889);



Menetapkan

S. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesid Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

O. Feraturan remerintan Nomor Ly lanun <Ulo tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Iggpg._b,lj%cv_lr;c‘iqr‘msia Nomor 5887); _

7. Peratliran' DaeraiIKdblipaten Toba Samosir Nomor 6 Tahua
20167 tentatigrrempentukan: peratigkat ' Daeran Kapupatetn’
To'b'a'?fisaan,Si:}{{‘;(Télmbéhan, Lembaran Daerah Kabupaten

[Toba Samosir Tahun. 2016 Nomor 5).
MEMUTUSKAN !

PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten 'l'oba Samosir.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
Qalam SIStem dan prinsip INegara Kesaruan Kepuplik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. remerintan baeran adalan bBupat  sebagal  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

pewan rerwakilan xakKyat paeran aalam penyelenggaran

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.

Bupati adalah Bupati Toba Samosir.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat

SKrL) adalan satuan Kerja perangKat aaeran Kapupaten

Toba Samosir.

8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten
yang aipimpinolen camart. '

9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat UKPD
adalah unit kerja pada SKPD.

|1.Anggaran rendapatan qan pelanja Laeran, selanjuinya
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten Toba Samosir. :

L2, Anggaran renaaparan dan pelanja Negara, selanjuinya
disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja
negara Republik Indonesia.
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Rencana Strategis, sclanjutnyan discbut  Renstra adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun,

Rencana Kegiatan dan  Anggaran, sclanjutnya disingkat

RKA adalah dokumen perencanaan tanhunan SKPD.

.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat

DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

. Partisipasi  Masyarakat adalah peran serta warga

masyarakat untuk penyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
Kepenungannya aalam penyelenggaraan remerimtanan
Dacrah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Lesa aqalan Kesatuan masyarakat nukum yang memiilgl
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
selempat beraasarkan prakarsa masyarakar, nak asal usui,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BADB 1l
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
- TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat
kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat
sederhana dan intensitas tinggi.

Kecamatan dipimpin oleh camat dan bertanggung jawab

Kepaaa bBupau melalul  SeKreraris aaeran, —dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Kecamaran —sebagaimana —dimaksua pada  ayat (1)

mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka

peningkatan koordinasipenyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa
dan/atau kelurahan.

Krecamartan aalam melaksanaxKan tugas daan Kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi :

penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DFA kecamatan;

pelaksanaan DPA kecamatan;

penyelenggaraan Urusan rFemernianan umum, .

pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan

Keterupan umum;

pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Bupati; _

g. pcngorodinasian pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

n. pengoorainasian penyelenggaraan Keglatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
ditingkat kecamatan;
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i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
desa dan/atau kelurahan; ,

j.  pelaksanaar tugas yang dilimpahkan oleh Bupali
untuk melaksanakan scbagian urusan pcmcrintahun
yang menjaal Kewenangan aacrain Kapupaten, o

k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewennngan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di
kecamatan; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diperintahken oleh
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Kecamatan Balige Tipe A, Kecamatan
Laguboti Tipe A, Kecamatan Sigumpar Tipe A, Kecamatan
Porsea Tipe A, Kecamatan Habinsaran Tipe A, Kecamatan
Ajibate. Tipe A, Kecamatan Tampahan Tipe B, Kecamatan
Silaen Tipe A, Kecamatan Siantar Narumonda Tipe A,
Kecamaran rarmaksian lipe A, hKecamatan sonatua Lunasl
Tipe A, Kecamatan Lumban Julu Tipe A, Kecamatan Uluan
Tipe A, Kecamatan Borbor Tipe A, Kecamatan Nassau Tipe
A dan Kecamatan Pintupohan Meranti Tipe A, terdiri dari :
a. Kecamatan, terdiri dari :
1) camar;
2) Sekretariat, ferdiri dari :
a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b) Subbagian Program dan Keuangan.
3) Seksi Tata Pemerintahan; .
4) Seksi Perckonomian, Kesejahteraan Rakyat dan
Pelayanan Umum; '
5) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; ‘
6) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umunmn.
b. Kelurahan, terdiri dari :
1) Lurah,;
2) Sekretariat;
3) Seksi Tata  Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban, dan Pemberdayaan Masyarakat;
4) Seksi Perekonomian Pembangurian, Kesejahteraan
Rakyat dan Pelayanan Umum.
Bagarn susunan organisasi sebagaimana pada ayat (1) huruf
a dan huruf b tercantum dalam Lampiran 1 dan II
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kacamatan

Paragraf 1
Camat

Pasal 4

Camat mempunyai tugas :

a.

b.

memumpin dan Mengorainasikan pelaksanaan tugas dan

fungsi kecamatan,
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan  fungsi
gekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok
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JADATAN TUNERIONAI,

mengoordinasikan penyelenggaranan unisan p"nv‘rinfnh"“
umuim di tingkat kecamatnn,

MENEOOTMNARIKAN KCEIATAN pPriaberaayaan masyarakat,
mengoordinasilkan upava ;w'nu'rlrnggntnnn ketenteramai
dan ketertiban umum,

MENEOOTAIMARIKAT penerapan dan pencgakan rFeraa aan
Peraturan RBupati;

mengoordinasikan  pemeliharann  prasarana  dan  sarana
peiayanan umum,;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pcmcrinmil«‘l“
yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat
Kecamatan,

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
dan/atau kelurzhun;

melaksanakan — urusan  remerintanan yang o menjadl
kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja  Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di
Kecamatan,

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati,
melaKsanakan tugas 1am vang mpcnntanh’nn olen
peraturan perundang-undangan,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi kecamatan.

Paragraf 2
Sclkretariat

Pasal 5

Sekretariat  merupakan unit  kerja  kecamatan  sebagai

satuan pelaKksanaaaministrasl Kantor yang GIpunpin oien

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Camat.

Sekretarnial  sebagaimana dlmaksua paaa  ayat (1)

mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana
strategls, program, Keglatan, aan anggaran  serta
pelimpahan wewenang oleh Bupati;

b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;

C. mengelola qala qan INIormasl Kecamatan,

d. melaksanakan dokumen  pelaksanaan  anggaran
kecamutan sesuai dengan lingkup tugasnya;

€. IMengoorainasikan penyusunan, LArJ, LKFPL, LAKIP,
LPPD, Laporan keuangan kecamatan;

f. menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan

serta nupungan masyaraxat;

melaksanakan pengelolaan keuangan kecama.ta_n;

mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas

laporan nasi peracriksaan, .

i. mengelola perlengkapan Kecamatan diluar prasarana
dan sarana pendidikan,

). melaksanakan tugas lan yang Qloenkan olen Lamat,
dan

k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas sekretariat.
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Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan

pelaicsana sexretariat aalam pelaksanaan ketatausanaarn,

perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan
dokumentasi kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala

Subbaglan yang berkeaudukan ai bawan dan pertanggung

jawab kepada sekretaris kecamatan. .

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai - tugas

melaksanakan ketatausanaan, ruman tangga, periengkapan,

arsip, dokumentasi, dan kepegawaian kecamatan. *

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (), Subbaglan Umum dan Kepegawalan melaksanakan

uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun bahan penyusunan renstra, RKA serta DPA
Kecamaran sesual dengan lingkup tugasnya,

b. melaksanaksn DPA kecamatan sesuai dengan lingkup
tugasnya,

c. melaksanakan Keglatan surat-menyurat, perlengkaparn,
kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman,
keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta
Keprotokoleran.

d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan,
pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seKretaris
kecamatan; dan

f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Sub
Bagian. '

Paragraf 4
Subbagian Program dan Keuangan
Pasal 7
Subbagian Program dan Keuangan merupakan satuan
pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan dan

pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan

serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang kepala

subbagian 'yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada sekretaris kecamatan.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas

pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan

dan pelaporan serta pengolahan keuangan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan

rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan
DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

D. melaksariakan UPA Kecamatan sesual lIngkup tugasnya,

c. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA,
dan DPA kecamatan;

d. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan
DPA kecamatan, ,

e. melaKsanakan ‘Keglatan Mmonitoring, pengendanan dan
evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi

kecamatan;
f menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPFD, IPPD

dan bahan LKPJ Kecamatan,
.6



B
h.

menyusun anggaran kas Kecamaan,

memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
mempersiapkan pengajuan surat permohonarn
mempayar, SUral permononan penyeaiaan dana aan
surat pencairan dana kecamatan;

menghimpun bahan penyusunan laporan keuanganh
kecamatan;

. megkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;

mengnimpun banan penyusunan laporan Keuangan
kecamatan;

. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor

Kecamatan,

. melaksanakan percatatan, pembukuan, dan pelaporan

PAD dari sektor kecamtan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
kecamatan; dan

menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas
Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 5
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 8

(1) Seksi Tata Pemerintahan merupakan unit kerja kecamatan
sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pelayanan
administrasi pemerintahan pengoordinasian tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintanan Kecamaran, pemobinaan
Pemerintahan desa/kelurahan, lembaga-lembaga
kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang Dberkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas :

a.

b.

—

menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA
Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;

melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup
lugasnya,

menyusur KepyaKan banan perumusan Kepyakan
operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan,
menyelenggarakan pelayanan administrasi
pemerintanan umum;

melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi
Pemerintahan umum Kecamatan;

membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan;
mengawasl,  mengenaaukan  dan mengevaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur
desa/kelurahan;

melaksanakan koordinasi teknis operasional kegidtan
UPT/Instansi pemerintah di wilayah kecamatan;
mengumplikan, mengolan, menyealakan, menyajikan
dan mensistematiskan data di bidang pemerintahan;
mempersiapkan ~ bahan dan menyusun monografi
kecamatan dan memfasilitasi penyusunan monografi desa;
menyusun laporan kependudukan;

memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa
yang berubah menjadi kelurahan;
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(1)

(2)

m. menylapkan oanan aan melaKsanakan o kegiatan
lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch Camat; dan

0. menyusunlaporan dan pertanggungjawaban tugas dan
fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

‘ Paragraf 6
SchkaiPevekonomidn, Kesra dan Pclayanan Umum

Pagal 9

Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum
merupakan unit kerja kecamatan scbagai unsur linidalam
pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian
aan Kesejanteraan rakyat Serte pelayanan umum unggat
kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ccdalind.l.

Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan

Umum sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian

Lugas:

a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA
Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;

b. melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya
Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan
perekonomian masyarakat;

c. menyusun bahan dan merumuskan kebijakan
operasionai Kkoorainasi dalam ranggKa penmggatan
perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan
pelayanan umum tingkat kecamatan;

a. melakKsanakan Kooramnasl dan Kerjasama dengan SKry
lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat wserta pelayanan umurm
tingkatl kecamatan,;

e. melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka
upaya peningkatan perekonomian aan Kesejanteran
masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan,;

f. melaksanakan pembinaan perekonomian dan
Kesejanteraan masyarakat ungkat kecamatan; '

g. melaksanakan  pelayanan administrasi  térpadu
kecamatan,; '

h. melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan
dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua
jeus Usana UNgKAT Kecamaten yang atumpankan olen
bupati;

i melaksanakan pencatatan dan pelaporan  harga
sembilan batian pokok kebutuhan rakyat;

j. mengoordinasikan pengendalian - dan  pelaporan
pereqaran sarana proauxsl maupun opar-obaran
pertanian den peternakan; - )

k. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan

pelaporan  Keglatan perexonomian, penaiaikan,
kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;
1. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan,

pengembangan dan pemantauan serta pelaporan

kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan,
kepariwisataun, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah

(UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan,
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(1)

(2)

m. melaKsanakan keglatan pemopuaayaan program wajib
belajar;

n. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujuken
anaxk aan remaja Serd penyalangunaan obat, Nnarkouka,
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahays;

o. memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana dan

Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan

KDRT dan perdagangan manusia;

;mengoorainasikan pelaKsanaan —penceganan  aan

penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan
masalah-masalah sosial;”

r. menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;

melaKsanakan pemunguian atas pajak aan retripusl

daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;

1. melaKsanakan  penyulunan = Kepada — masyarakat
mengenai perijinan dan non perijinan di bidang
perekonomian;

u. mengoordinasikan dan mengawasi pemerliharaan
sarana dan prasarana pelayanan umum;

v. menuasilitasl penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP,
KK, surat keterangan pindah dan lain-lain sebagai
bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;

w. melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan
peryjinan aan non peryman sesual dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;

x. menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian
dan pelayanan umum,;

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
dan

z. menyusunlaporan dan pertanggungjawaban tugas dan
fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan

Umum.

a o

w

Paragraf 7
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat dan vesa

Pasal 10

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa merupakan satuan pelaksana dalam pengoor_dinasian
kegiatanpcrnbang_unanserta upaya. peningkatan
pemberdayaan masyarakat dan df:sa tingkat kecamatanz
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masygrakat dan
Desa sebagaimana pada ayat (1) mempunyal uraian tugas :
.. menyusunbahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA

Kecamatan sesuai lingkup tugasnya,; ' .

b. melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup

tugasnya; '
mengoordinasikan dan melaporkan kegiatan

pembangunan di kecamatan;

d. mengoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan

pemberdayaan masyarakat dan desa;
9



e. melaksanakan pembinean dan pengawasan generasi

muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;

f. melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan

masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan,;

-+ g. menyusun program dan pengelolaan kebersihan

kecamatan; -

h. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan
Kkegiatan gotong-royong;

j. membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam
pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat dan desa;

k. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa;

1. melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan
prasarana desa;

m. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan wnum;

n. mempersiapkan bahan dan pedoman serta

[

melaksanakan pembinaan dan pengendalian
penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan;

o. mengoordinasikan pe;lgendalian dan melaporkan
eksploitasi berbagai sumber daya alam,;

p. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam _~
rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air
(F3A);

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
dan

r. menyusunlaporan dan pertanggungjawaban tugas dan
fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

Paragraf 8
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pasal 11
(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unit
kerja  sebagai unsur lini dalam  pelaksanaan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

ungkat aecamartan, dalpirapin olen seorang Kepala Sexsl

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada camat.

(£) SEKSl KEelenteraman qan xeterupan umumsepbagaimana

pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA
Kecamatan sesuai lingkup tugasnya,; :

b. melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup
Lugasnyd,;

c. menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban
umum tingkat kecamatan;

d. menyelenggarakan pemelilnaraan, peningkatan dan
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat

B kecamatar;
= |
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e, melaksanaxan xoorainasi, gKerjasarna aan  Kemuraal
dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama,
organisasi masyarakal dan kepemudann dalam ronpla
mencipraKan Keleniraman aal getertipan timum;

. mempersiapkan dan perumusan  bahan peluksanaan
pembinaan wawasan kebangsann, lketahanan nasional,
ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan
perlindungan masyarakat;

v, melaksunakan — pemoinaan  wawasan - Kepangsaan,
ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa,
kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;

h. mengoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta
peraturan perundang-undangan lannya at UngKat
kkecamatan,;

i, melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan
Jntrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lannya
guna mewwudkan stabilitas kemanan tingkat
kecamatan;

j.  melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian
konflik sosial sesuai, ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila;

. menylapkan, mengolah, mensistematiskan serta
menganalisa data di bidang sosial dan politik; /

m. MEemIaslliiasl keglatan penyelengaraan pemilu;

n. melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;

0. melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan
Keputusan bBupau  serta  peraturan  perundang-
undangan lainnya; ‘

p. memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang
terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleb camat; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan
wungsi.

Bagian Kedua
Kelurahan

Paragraf 1
Lurah

Pasal 12

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk

(<)

(v

untuk membaritu atau melaksanakan scbagian tugas
camat.
Keluranan GIPITPIN Olen Kepaia Keranan yang alsebput
furah selaku perangkat kecamatan berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada camat. ' o
Luran sepagaimana aimaKsua pada ayat (4) mempunyal
tugas membantu camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan,;
D. melaKukan pemberaayaan masyarakat,
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum,
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas

pelayanan umum;

11
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(1)

(2)

. melagsanaxkan nmgas oam sesual  acngan Ketenuuan

peraturan perundang-undengan;
g. melaksanakan tugas lain  yang diberikan

camar;ann
h. melaporkan dan mempertanggungjawablan

pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan.

oleh

Paragraf 2
Sekretariat Kelurahinn

Pasal 13

Sekretariat merupakan unit kerja kelurahan sebagal satuan

pelaksanaadministrasi kantor yang dipimpin oleh sckretaris

yang berada di bawah dan bertnnggungjawab kepada lurah;

Sekretariat  sebapgaimana  dimaksud  pada ayat (1)

mempunyai tugas

a. mengoordinasikan  penyusunau kebijakan, rencana
strategis, program, kegintan, dan anggaran serta
pelimpahan wewenang olch Bupati;

b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian kelurahan;

c. mengeloln aat aan Mmlornast kenaranan;

d. melaksanakan  dokumen  pelaksanaan  anggaran
kelurahan sesual dengan lingkup tugasnya;

e. mengoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP,
LPPD, Laporan keuangan kelurahan;

I. menyelenggarakan ketarausanaan, ruman tangga aan
serta hubungan masyaralkat;

g. melaksanakan pengelolaan keuangan kelurahan;

n., mengooramasikan pelaKsanasn  unaak o lanjut - atas
laporan hasil pemeriksaan;

i. mengelola segala fasilitas/asset/perlengkapan maupun

/ sarana prasarana kelurahan;
A

(1)

(2)

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah; dan
k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas sekretariat.

Paragraf 3
Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
serta Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Seksi Tata Pemerintahen Ketentraman dan Ketertiban
serta Pemberdayaan Masyarakat merupakan unit kerja
kelurahan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan
pelayanan administrasi pemerintahan pengoordinasian
Tugas-TUgAS penyelenggaraan pemennuanan celuranan,
lembaga-lembaga kemasyarakatan kelurahan, dipimpin
oleh seorang kepala seksi yang berkedudulan di bawah
dan bertanggung jawab kepada lurah.

Seksi Tata Pemerintahan Ketentraman dan Xetertiban
serta Pemberaayaan lasyarakat sepagaimana pada ayat
(1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA
Kefuranan sesual IngKup tugasnya,

b. melaksanakan DPA Kelurahan sesuai lingkup tugasnya;
c. menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan

operasional koordinasi pemerintahan kelurahan,

a.

12



d.

o

n.

9]

P.

/7]

V.

w,

z.
aa.
bb.

ccC.

dd.

menyelengrarakan pelayvanan administrast
pemerintahan umum,;

melaksanakan kebyjakan operasional dan koordinasi
pemenntahan umum kelurahan;

memopina aparanar aan penyeliengraraan p{‘mc‘rmmnnn
Kelurahan;

menguwasi, mengendalikan dan menpevalunst
penyvelengraraan pemerintahan dan apavaar
kelurahan;

MENZUMPUIKED, MENROIAn, menyeaikan, menyakan
dan mensistematiskan data di bidang pemerintahang
mempersinpkan  bahan dan menyusun  monoreatt
kelurahan;

menyusun laporan kependudukan kelurahan,
menyapkan — danan aan meaksanagan o Kegaan
lombakelurahan;

mengoordinasikan dun melaporkan upnyun peningkatan
remoeraayaan nasyarakat;

. melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi

muda, keolahragaan, kebudanyaan, kepramukaan;
melaksanakan pembinaan PAUD dan masyarakat lanjut
usia (Lansia) tingkat kelurahan;

MEenyusIn . program — aan — pengelolaan Keoersinan
kelurahan;

mengoordinasikan kegiatan pembendayaan masyuarakat;
menggerakkan masyarakat  untuk  meningkatkan
kegiatan gotong-royong:

mempersiapkan panan aan peaoman sera
melaksanakan pembinaan dan pengendalian

penanggulangan terjadinya pencemuaran dan kerusakan
ungrungan;

mengkoordinasikan pengendalian dan  melaporkan
eksploitasi berbagai sumber daya alam;

menyusun peta kerawanan ketentreman dan ketertiban
umum tingkat kelurahan;

menyelenggarakan —pemennaraan, peningkatan - aan
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat
kelurahan; '

melaksanakan Koordinasl aan lasiiias], Kerjasama aan
kemitraan dengan Tokoh masyarakat, pemuka agama,
organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka
menciptakan ketentraman dan Ketertiban umum;
memfasilitasi penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan
BUpaU  Qan  KepPuIusan  bupan  Ser peraniran
perundang-undangan lainnya di tingkat kelurahan;
melalksanakan pembinaan kerukunun antarsuku dan
INTrasuku, umat beragama, ras, dan golongamn lamnya
guna mewujudkan stabilitas  kemanan tingkat
kelurahan; :
melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian
konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
unaangan,

memfasilitasi kegiatan penyelengaraan pemily;
melaksanakan pengawasan atas kegiatan vrang asing;
melaksanakan penegakan pelaksanaan peraturan
daerah (Perda) dan Keputusan Bupati serta peraturan
perunaang-ungangan IInnya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah; dan
menyusunlaporan dan pertanggungjawaban tuges dan

13
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fungsi seksi tata pemerintahan,

Paragraf 4 ,

Seksi Perekonomian Pembangunan, Kesejateraan Rakyat dan

(1)

Pelayanan Umum

Pasal 15

Seksi Perekonomuian Pembangunan, Kesgahteraan Kakyat
dan Pelayanan Umum merupakan unit keda kelurahan
sebagai unsur lini dalam pelaksanaan koordinasi upaya
perungkatan perekonomian dan kesejahteragn rakyat Serta
pelayanan umum tingkat kelurahan, dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jawab kepada luran.

Seksi  Perekonomian, Perekonomian Pembangunan,

Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum sebagaimana

pada ayart (1) mempunyal uraian tugas :

a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA
kelurahan sesuai lingkup tugasnya;

b. melaksanakan UPA Kelurahan sesual lingkup tugasnya
Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan
perekonomian masyarakat;

C. menyusun bahan dan merunuskan kebjakan
operasional koordinasi dalam rangka peningkatan
perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan
pelayanan umum tingkat kelurahan;

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD
lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan
Kesejanteraen masyarakat serta pelayanan umuirm
tingkat kelurahan,;

e. melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka
upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteran
masyarakat serta pelayanan umum tingkat kelurahan;

f. melaksanakan pembinaan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat tingkat kelurahan;

g. melakKsanakan — pelayanan — administrast  terpaau
kelurahan; |

h. melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan
aan penerupan pelaksanaan perjinan lernadap semua
jenis usaha tingkat kelurahan yang dilimpahkan oleh
Bupati;

i. melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga
sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;

j. melaKsanaKan KoOrainasl, pernpinaan, pengawasan daan

pelaporan  kegiatan nerekonomian,  pendidikan,
kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;
K. mengoorainasikan penyelenggaraan pempinaan,

pengembangan dan pemantauan serta pelaporan
lkegiatan perindustrian, pqrdagan‘gan, pexl'tambangan,
kepariwisataan, perkoperasian, Usahg Kecil Menengah
(UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;

| melaksanakKan Kkegialan pembudayaan program wajip
belajar; . .

. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan
anak dan remaja serta penyalabgunaan obat, narkotika,
psikotropika, zat adiktil dan bahan berbahaya;

n. memmJasiitasl penyelenggaraan Keiuarga serencana aan
Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan
KDRT dan perdagangan ranusia,;

o. mengoordinasikan  pelaksanaan pencegahan dan

14



(1)

(<)

penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

p. mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan

masalah-masalah sosial,

menyusuh progiam dan pengelolaan pasar kelurahq.n; ]

melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi

daerah di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;

melaKsanakarn penyuinan Kepaaa masyaf'a-l{at

mengenai perijinan dan non perijinan di  bidang

perekonomian; ‘ )

t. mengoordinasikan dan mengawasi pemerliharaan
sarana dan prasarana pelayanan umum,

u. memiasiitasl penyelenggaraan pelayanan administrasl
kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP,
KK, surat keterangan pindah dan lain-lain sebagal
pagian aari pelayanan aaministrasi Keluranan,

v. melaksanakan penerbitan surat pengantar keluraha.n_
terkait rekomendasi perijinan dan non perijinan sesual
dengan ketentuan peraturan yang berlaku; .

w. mengoordinasikan dan melaporkan kegiatan
pembpangunan ai kelurahan,

x. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan
kelurahan;

y. melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan
prasararia kelurahan;

Z. ImelaKsanakan @an mengoordinasikan pemelnaraan
prasarana dan sarana pelayanan umum,

aa.menyusun laporan kelurahan, bidang perekonomian,
kesejahtyeraan rakyat dan pelayanan umum,;

bb.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
dan

cc. menyusunlaporan dan pertanggungjawaban tugas dan

fungsi seksi perekonomian, kesejahteraan rakyat dan
pelayanan umum.

a0

m

BAB III
TATA KERJA

Pasal 16

Kecamatan sebagai perangkat daerah wajib melaksanakan
prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi,
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya serta hubungan dinas antar SKPD.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas

camat.

Pasal 17 .

Camat dan Lurah wajib mengoptimalkan pendayagunaan
sumper aaya manusia dan Sumper aaya laimnnya secara elexul,
efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi
dan misi Kecamatansebagai bagian dari visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
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Pasal 18

Setiap pejabat ~struktural kecamatan dan kelurahanwajib
menaayagunakan, memoina, mengempanggarn,
mengordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap
bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

' Pasal 19

Setiap pejabat struktural kecamatan den kelurahanwajib
menjalankan orinsip  koordinasi, sinkronisasi, integrasi,
simplikasi, transparansi dan aluntabilitas dalam pelaksanaan
tugas dan tungsinya dalam hubungan internal dan eksternal.

Pasal 20

Setiap pejabat struktural dan fungsional kecamatan dan
kelurahanyang memangku jabatan imanagerial — wajib
mengampl Undakan Seainl MUngkin apaoiia aliemukan atau
ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan
kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil jrang mengemban tugas di kecamatan dan
kelurahanmerupakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Daerah. ‘

Fasal 22

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di
kecamatan dan kelurahandalam melaksanakan tugas wajib
menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

=1
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Pasal 23

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di
kecamatan dan kelurahandalam melaksanakan tugas wajib
menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna,

tertib, teratur, bersih dan rapi.

T

BAB V
KEUANGAN

Pasal 24

Pelaksanaan tugas dan fungsikecamatan dan

kelurahandibebankan pada Anggaran Pendapatan dan E;%frii——/
Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara afa

sumber lainnya yang sah.
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Pngal 25

Setinp  penerimaan keuangan  yang  bersumber  darl
pelnksanann tugas dan (’un';{nl kecamatan dan
kclumhunmcrupnlcun penerimaan Daerah dan dilaksanakan
sesuai ketentunn peraturnn perundang-undnngan,

Panal 26

Kecamatan dan kelurahnudalom pelakaanaen pengelolnan dar
; , S )

tanggung jawab keunngan baile yaug bersumber dori ABD,

D ’ ! 3 . ’

APBN atau sumber Ininnya yang snh wallb meneraplan prinsip

clelktif, cfinlen, clkonomin, kehati-hatian, ketelitian, Lertib,
kepastinn dnn tant ey,

BAD VI
ASIET

Pasal 27

(1) Prasarana dan sarana yang dipergunalkan oleh kecamatan
dan  kelurnhanmerupaknn  aset  doerah  dengan  status
kekayann dnernh yang tidak dipisahkan.

(2) Kecamatan dan kelurahanwajib melnksanakan
pengelolann,  peneatatan,  pembukuan,  pelaporan  dan
pertanggungjowaban prasarann dan sarana sebagaimana
dimaksud pacda ayat (1) sesuai denpan prinsip standar
alkuntansi pemerintah.

Pasal 28

Setlap penerimaan prasavana dan sarana bailk berupa benda
tidak bergernk maupun benda bergerak dari pemerintah pusat,
swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau  bantuan
merupakan  penerimanon  penambahan kekayaan  daerah
schingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah sekaligus sebagai
Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan  dibukukan
sebagai barang milik daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Toba Samosir Nomor 38Tahun 2009 tentangUraian
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Masing~Mnsing. Jabatan
dilingkungan Kecamatan Xabupaten Toba Samosir (Berita
Daerah Kabupatenn Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 38)
dicebut dan dinyatakan tidak berlalu.
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Pasal 30
Peraturan Bupati inj mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini den
: gan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 2| A0pSAR 20l

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

l‘»Di'?mdangkan di Balige
1Pats tanggal 2\ Qojrawse 2olb

$i
\
«

égﬁRETARIS DAERAH
‘%ABUPATEN TOBA SAMOSIR
O B

iy
g dp/dto
{AUDI MURPHY O. SITORUS

TeE
:BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2016 NOMOR..

. PN [V By ¢ i.
LD UDURA,

1

~
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e
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

AN SUSH )l
DAN KELUBAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSTR

Pl

_ s g% '
[GAS DAN FUNGS], SERTA TATA KERJA: KECAMATAN. =

AT

LURAH

~

( SEKRETARIAT J

—

SEKSI TATA PEMERINTAHANW, TRANTIB
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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v
1
SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN,
KESRA DAN PELAYARAN UMUM

BUPATI TOBA SAMCSIR
Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN
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